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Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) 

Lembaga Negara yang independen, dibentuk berdasarkan UU     
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan mandat 
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan Anak. 

 

Tugas pokok KPAI adalah :  

(1) melakukan sosialisai seluruh ketentuan peraturan perundang- 
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak , 
mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan 
masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, dan evaluasi 
serta pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan 
anak, dan  

(2) memberikan laporan, saran, masukan serta pertimbangan 
kepada  Presiden. 

 



Mekanisme Monev 
ÅMenerima pengaduan langsung dari masyarakat 

ÅMeminta laporan penyelenggaraan perlindungan anak, 
Pemerintah,  masyarakat sipil 

ÅMelakukan kunjungan tempat-tempat pelayanan (pengadilan, 
tahanan,lapas dst) 

ÅMelakukan  pengkajian atau penelitian isu 

ÅMenyerahkan  laporkan  dan rekomendasi ke Presiden tiap 3 
bulan dan ditembuskan ke kementerian dan lembaga terkait. 

ÅMelakukan pemantauan respon atas rekomendasi tersebut 
dan terus menerus . 

Kendala : 

ÅTidak ada sanksi bagi K/L yang tidak melakasanakan 
rekomendasi tersebut. 



PRINSIP 
SESUAI 

KHA 

LAPORAN DAN 
REKOMENDASI 

RESPON 

DAMPAK 

MONEV 

MEKANISME  MONEV 



Elemen Sistem Perlindungan Anak 
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Gambaran Anak Indonesia 

ÅJumlah penduduk Indonesia pada tahun 2012 
244.2 juta.  

ÅAnak Indonesia 30 %  dari jumlah penduduk = 
81,4 juta anak Indonesia (usia 0-18 tahun) 

ÅLahir 5 juta bayi /tahun 

 

 



 

MAPING REGIONALISASI  
KONDISI PERLINDUNGAN ANAK 
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1.   Negara,  

2.  Pemerintah , 

3.  Masyarakat ,  

4. Keluarga  dan  

5.  Orang  Tua  
 

    Berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap 
penyelenggaraan Perlindungan Anak 

KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB 
PERLINDUNGAN ANAK ( Pasal 20 UU PA) 



7 (tujuh) Langkah Strategis KPAI  

1. Penggunaan  System  Building  Approach  (SBA) :  
a) sistem norma dan kebijakan; b) struktur  dan pelayanan;   c) proses;  

2. Penguatan  kapasitas  kelembagaan  & SDM KPAI  

3. Penguatan  kesadaran  masyarakat  

4. Perspektif  & pendekatan  yg  holistik  dan  
komprehensif  dalam  merespon  masalah  atau  
kasus,   

5. Diseminasi  konsep  Indonesia  Ramah  Anak  
(IRA)  pd berbagai  pemangku  kewajiban  dan  
penyelenggara  perlindungan  anak  (child  right  
mainstreaming )  

6. Penguatan  mekanisme  sistem  rujukan  

7. Kemitraan  strategis  dg  legislatif , yudikatif , 
eksekutif  dan  civil  society  




